
  BUPATI GARUT 

  PROVINSI JAWA BARAT 

  PERATURAN BUPATI GARUT 

   NOMOR 43 TAHUN 2017 

  TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA                      
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU                                               

DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN  

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di bidang 

perizinan serta untuk menjamin kepastian hukum Dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan 
koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi          

di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, 

serta dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang             
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas               
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6              

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren 
Kabupaten Garut, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut              
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah 
Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam 

Penyelenggaraan Perizinan; 

b. bahwa sehubungan adanya penambahan beberapa materi, 
maka Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam 

Penyelenggaraan Perizinan perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan     
Bupati Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati 

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
Dalam Penyelenggaraan Perizinan;              

SALINAN 
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Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014            

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5879); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneseia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887);  
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 

Terpadu di Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2012 Nomor 14); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut            

Tahun 2016 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 
TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah                   

Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 7), diubah sebagai berikut: 

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3A 

(1) Apabila Kepala DPMPT tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan 

perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling kurang 7 (tujuh) 
hari kerja karena perintah atau kepentingan pribadi yang dibuktikan 

dengan keterangan yang ditandatangani pejabat yang berwenang, maka 
untuk tetap menjamin kelancaran penyelenggaraan perizinan, Bupati 
mengambil alih penyelenggaraan perizinan sampai dengan Kepala DPMPT 

sebagaimana dimaksud dapat melaksanakan penyelenggaraan perizinan 
kembali. 
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(2) Dalam hal terjadinya kekosongan Kepala DPMPT karena berbagai sebab 

dan belum ditetapkannya pejabat yang definitif, maka untuk tetap 
menjamin kelancaran penyelenggaraan perizinan Bupati mengambil alih 

penyelenggaraan perizinan sampai dengan ditetapkannya pejabat yang 
definitif. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 4 

(1) Bupati atas laporan Kepala DPMPT dan Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah terkait, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan perizinan di Daerah. 

(2) Kepala DPMPT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi wewenangnya. 

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan DPMPT 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis 
dan pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan, 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai tugas 
pokok dan fungsinya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 21 - 6 - 2017 

 B U P A T I  G A R U T, 
 

               t t d 
       

       RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 21 - 6 - 2017  29 - 2 - 2012 ptember 2005    2   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  

                           t t d 

                    
 I M A N  A L I R A H M A N                                  

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2017 NOMOR 43   9 

 


